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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Instruksi Direktur Jenderal

Badan Peradilan Agama Nomor

772/DjA.3/HK.00/3/2021 tentang Permintaan Data Putusan Pengadilan Agama Terkait

Pemenuhan Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lt. 6,7 dan 8

JI. Jend. A, Yani Kav. 58 By Pass Jakarta Pusat ~ 10510 Telp/Faks. 021-29079277

bsic: hupsi/bodilaz mohimaagune.£0.d cmail

wel ,badilog/@mah kamahagung £0.id.
Nomor : 772/ DjA3/HK.00/3/2021 4 Maret 2021
Lampiran: 1 (satu) berkas
Hal : Permintaan Data tentang Putusan

I ilan Agama Terkait F Hak
Istri dan Anak Pasca Perceraian

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama/
Ketua Mahkamah Syari'ah Acch

Seluruh Indonesia
Assalan’alaikum Wr, Wo.

Dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka memenuhi dukungan data
dan i i sekali identifikasi terkait p nafkah anak,

maupun akibat lain yang muncul pasca perceraian terhadap istri dan anak di lingkungan
Peradilan Agama, diperlukan pemetaan kondisi saat ini untuk kemudian dijadikan bahan
Penyusunan Naskah Konsep Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

tentang Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Pexceraian.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon Saudara melakukan rekapitulasi data
dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar‘iyah di wilyah hukumnya masing-masing
dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Data putusan perkara perceraian (Cerai Gugat/Cerai Talak) pada pengadilan tingkat
pertama pada tahun 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang amarnya memuat
tentang kewajiban terhadap pemenuhan hak istri dan anak pasca perceraian, dan
jumlah permohonan eksekusi terhadap putusan tersebut. (Formulir untuk PA terlampir)

2. Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syar'iyah Aceh merckapitulasi data dari
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar‘iyah di wilayah hukumnya berdasarkan formulir
yang telah disediakan. (Formulir untuk PTA terlanpir)

3. Data perkara yang disampaikan harus lengkap, valid dan telah dilakukan verifikasi
data pada SIPP secara berkala;
4

. Data tersebut dikirimkan melalui surat elektronik oleh Pengadilan Tinggi Agama ke

Ditjen Badilag melalui alamat email: loladitienb il.com selambal:
lambatnya tanggal 12 Maret 2021, Formulir untuk PA dan Formulir untuk PTA dikirim
dalam 1 file, untuk kemudian dijadikan dalam 2 (dua) format yakni Microsoft Excel dan
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Portable Document Forni (PDF). Untuk dokumen format PDF dibubuhkan tanda tangan

dan pengesahan dari pimpinan satker/ pejabat terkait sebagaimana format terlampir,

Demikian, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya




L Surat Jenderal Badan P
Agama Mahkamah Agung RI
Nomor + 772/ DjA.3/HK.00/3/2021
Tanggal  :4 Maret 2021

1. Contoh Formulir Untuk Pengadilan Agama
REKAPITULASI DATA PUTUSAN PERCERAIAN
YANG MEMUAT TENTANG HAK ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN

WILAYAH PENGADILAN AGAMA «ese. TAHUN 2020
No. Jenis Perkara Nomor Perkara Pu;l;xasr;nmgﬂ'r Amar Putusan P‘;{:ﬁ;z;?n
1 2 3 4 5 6
1 Ceral Gugat/ Cerai Talak | 000/PDt.G/2020/PA.Bdlg | 4 Maret 2020 | Hak Istri/ Nafkah Anak/ | Ya/ Tidak
Hak Asubh Anak
2
El|
Jumlah |
Mengetahui, Tempat, tanggal, tahun
Ketua F ilan Agama Panitera Pengadilan Agama.....

Petunjuk Pengisian :

» Kolom Nomor 1 diisikan Informasi mengenai Nomor;

+  Kolom Nomor 2 diisikan Informasi jenis perkara, CG untuk Cerai Gugat, CT untuk Cerai Talak.

+ Kolom Nomor 3 diisikan Informasi mengenai Nomor Perkara;

« Kolom Nomor 4 diisikan Informasi mengenai tanggal putusan berkekuatan hukum tetap;

« Kolom Nomor 5 diisikan Informasi mengenai jenis hak istri dan anak yang termaktub dalam amar putusan, tulis Hak Istri
jika hanya memuat hak istri, tulis Nafkah Anak jika memuat tentang pembayaran nafkah anak, tulis Hak Asuh Anak jika
memuat hak asuh anak, tulis Hak Istri, Nafkah Anak, dan Hak Asuh Anak jika amar putusan memuat semuanya.

» Kolom Nomor 6 diisikan i permoh i yang diminta terhadap putusan tersebut, tulis Ya jika
ada permohonan eksekusi, tulis Tidak jika tidak ada permohonan eksekusi.

2. Contoh Formulir Untuk Pengadilan Tinggi Agama
REKAPITULASI DATA PUTUSAN PERCERAIAN
YANG MEMUAT TENTANG HAK ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN
WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA .......TAHUN 2020

Jumlah Putusan
No. Nama Satuan Kerja Jur;:ah P\{tusan Perceraian Yang Memuat Jumlah Permohonan Eksekusi
oot Hal Istri dan Anak
1 2 3 & 5

1 PA....

2

3

Jumlah
Mengetahui, Tempat, tanggal, tahun
Ketua Pengadilan Tinggi Agama ............ Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Petunjuk Pengisian :

+ Kolom Nomor 1 diisikan Informasi mengenai Nomor;

Kolom Nomor 2 diisikan informasi mengenai Nama Pengadilan Agama yang ada di wilayah hukum PTA setempat.

+ Kolom Nomor 3 diisikan Informasi ijumlah p perkara perceraian yang telah BHT pada tahun 2020;

Kolom Nomor 4 diisikan Informasi mengenai jumlah putusan perkara perceraian yang telah BHT pada tahun 2020 yang
memuat pemenuhan hak istri dan anak pasca perceraian;

Kolom Nomor 5 diisikan Inf i i jumlah p h ksekusi yang diminta terhadap putusan pada kolom 4.
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Lampiran 2. Rekapitulasi Data Putusan Perceraian Yang Memuat Tentang Hak Istri Dan

Anak Pasca Perceraian Wilayah Pengadilan Agama Kuala Pembuang Tahun 2020

REKAPITULASI DATA PUTUSAN PERCERAIAN
YANG MEMUAT TENTANG HAK ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN
WILAYAH PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG TAHUN 2020

NO Jonis Pefiara Nomor Perkars Tenggal Putusen BHT Amar Putsan Pamohonan Ekselusi
1 2 L) 4 s L)
1 Coral Talak 001/PL GRO20FPA KD 12 Fetnuari 2020 Hak st dan Nafkah Anak Tidak
2 Coral Talak 0012PLGRI0FPAKD 20 Febari 2020 Naficah Ak Tidok
3 Corai Gugat 0017/P3L GROZDPA KD 11 Myt 2000 Nafkah arak Tidok
4 Ceral Talak 0050 GRO0FPA K 09 2 020 Hak It Ticek
8 Cerai Talgk 0055Pgt GRO0PAKY 16 Juf 2020 Mak istri Tidak
6 Ceral Talak 0SSP G020PA X 2 Agushns 020 Hak Istrl dan Nafkah Anak Tidak
7 Ceral Talak 0062PdL G2020PA KD 105 20 Mk Istrl dan Nafah Anak Tadak
8 Corni Talak 0061Pa G/2020PA 10 108 2020 Hak stn Tidak
9 Coral Tolok 0104P% G2020PA Kp 21 Okober 2020 MHak lutri dan Nafkah Anak Tidak
10 Coral Tafok 01156 G0 PA Kp 25 Novembac 2020 Hak lstrl dan Nafiah Anak Tidak
1 Cornl Talak 0121Pa GVA0PA Kp 18 Dasember 2020 i 'atr dan Mafiah Anak Tidak
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Lampiran 3. Surat Kepitusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1959 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan

(Policy Brief) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1959 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN RINGKASAN KEBIJAKAN (POLICY BRIEF) JAMINAN
PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCAPERCERAIAN

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA,

Menimbang . a. Bahwa perkara perceraian yang diterima dan diputus oleh Pengadilan
Agama di seluruh Indonesia tidak kurang dari 400.000 perkara dimana
sekitar 70% di antaranya diajukan oleh pihak isteri dan sisanya
diajukan oleh pihak suami;

b. Bahwa pihak perempuan dan anak adalah pihak yang paling
merasakan akibat dari perceraian tersebut karena keduanya termasuk
dalam kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus oleh
hukum;

c. Bahwa berdasar telaah terhadap sejumlah putusan Pengadilan
Agama, hanya sebagian kecil yang mencantumkan diktum mengenai
akibat-akibat perceraian, sehingga hak-hak perempuan dan anak
pascaperceraian cenderung kurang terlindungi;

d. Bahwa pelaksanaan putusan mengenai akibat perceraian juga belum
efektif dikarenakan prosedur yang panjang dan memakan biaya tidak
sedikit;

e. Bahwa oleh karenanya, diperlukan langkah-langkah strategis dalam
mengupayakan perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam
bentuk  ringkasan kebijakan (policy  brief) yang  dapat
diimplementasikan oleh Ditjen Badan Peradilan Agama, Mahkamah
Agung, dan stakeholders terkait perlindungan hak-hak perempuan dan
anak pascaperceraian;

f. Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi Ditien Badilag
dengan Kamar Agama Mahkamah Agung RI, disampaikan bahwa
dalam rangka lebih menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan
anak pascaperceraian dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a sampai dengan huruf e tersebut di atas, perlu
menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Jaminan
Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian.

117



Mengingat

Memperhatikan :

Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);

4. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/I1/2012
tentang Standar Pelayanan Peradilan;

1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI tentang Pemberlakuan Hasil Rapat
Pleno Kamar Mahkamah Agung;

2. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor
1960/DjA/HK.00/6/2021 tanggal 18 Juni 2021 perihal Jaminan
Pmenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
TENTANG PEMBERLAKUAN RINGKASAN KEBIJAKAN (POLICY
BRIEF) JAMINAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN
ANAK PASCAPERCERAIAN.

Memberlakukan Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Jaminan Perlindungan
Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian;

Ringkasan Kebijakan (Policy Briefy Jaminan Perlindungan Hak-Hak
Perempuan dan Anak Pascaperceraian diatur dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Memerintahkan kepada seluruh aparatur peradilan di lingkungan Peradilan
Agama untuk dapat melaksanakan kebijakan sebagaimana tertuang dalam
Ringkasan Kebijakan (Policy Briefy Jaminan Perlindungan Hak-Hak
Perempuan dan Anak Pascaperceraian dengan penuh tanggung jawab;
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Keempat

sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada :
YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;

YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;

ORAPAON -

Yth. Panitera Mahkamah Agung RI;
Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;

Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Seluruh

Indonesia.
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Lampiran 4. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor
1960/DjA/HK.06/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca

Cerai

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lantai 6, 7 dan 8
JI. Jend. A. Yani Kav. 58 By Pass Jakarta Pusat — 10510

Telp/Faks. 021-29079277 Home Page : www.badilag.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1960/DjA/HK.00/6/2021 Jakarta, 18 Juni 2021
Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) bundel

Hal : Jaminan Pemenuhan Hak-Hak

Perempuan dan Anak Pascaperceraian

Kepada Yth.
1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh
2. Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah

di seluruh Indonesia

Assalamu’alaikum Wr. Wh.

Berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi Ditjen Badilag dengan
Kamar Agama Mahkamah Agung RI, disampaikan bahwa dalam rangka lebih
menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian,
diminta kepada seluruh pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah
untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan tersedianya informasi mengenai hak-hak perempuan dan
anak pascaperceraian pada media informasi yang disediakan
pengadilan dalam bentuk flyer, brosur, banner, informasi di TV media,
informasi di website dan lain sebagainya (contoh flyer, brosur, banner,
informasi di TV media, informasi di website akan disediakan Ditjen
Badilag);

2. Memastikan PTSP memberi pelayanan dan informasi yang diperlukan
para pihak berperkara (termasuk memberi penjelasan terhadap
informasi-informasi dalam brosur dan lainnya jika ditanyakan para
pihak) dan Posbakum memaksimalkan layanan pemberian informasi,
konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum
vang diperlukan para pihak berperkara sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku.

3. Menyediakan template (blanko/formulir) surat gugatan yang
mencantumkan tuntutan hak-hak perempuan dan anak
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pascaperceraian yang ditempatkan di ruang pelayanan, Posbakum,
dan Aplikasi Gugatan Mandiri sebagaimana contoh terlampir;

 Menata Kembali layout Posbakum sesuai dengan Keputusan Dirjen

Nomor 1403.b/DjA/SK/OT.01.3 /8/2018 tentang Pedoman Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama dan Keputusan
Dirjen Nomor 1717 /DjA/HM.00/5/2021 tentang Peningkatan Kualitas
Pelayanan;

. Hakim dapat memedomani seluruh aturan terkait jaminan pemenuhan

hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian, di antaranya Pasal 41
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum,
Surat Edaran Mahkamah Agung RI tentang Pemberlakuan Hasil Rapat
Pleno Kamar Mahkamah Agung dan aturan-aturan lainnya;

6. Melakukan kerja sama dengan lembaga terkait guna memastikan

dijalankannya isi putusan Pengadilan yang mencantumkan hak-hak
perempuan dan anak pascaperceraian.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamwalaikum Wr. Wb.

, S.H., M.H.

Tembusan disampaikan kepada:

(o e SRl RS WO A T Bl e

YM. Ketua Mahkamah Agung RI

YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial

YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI

YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Rl

YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI

Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI

Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
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Lampiran 5. Blanko Putusan Perceraian Yang Memuat Akibat Perceraian

»

Lampiran Surat Dirjen Badilag

Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021

Contoh Template
Gugatan Ceral Gugat

. 2021

Kepada Yth.
Ketua Syar'iyah
Di S

Assalarmu'alatkum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama e WL SR

Umur :

Agama © dslam

Pendidikan

Pekerjaan

Tempat tinggal : Ry ___ Kelurahan
Kota/Kabupaten =X

Selanjutnya disebut Penggugat.

Mengajukan gugatan cerai, nafkah, hak asuh anak dan nafkah anak

terhadap suami Penggugat:
Nama s Bin -
Umur 3 A

Agama : Tslam

Pendidikan

Ane

Tempat tinggal : —— BT, W Reitnlian

Kota/Kabupaten = :
Selanjutnya disebut Tergugat.

bersama, yug musa dadn pisah runed ersebut seat ini Penggugat
bertempat tinggal di dan ‘rur.u.u
bertempat tinggal di

Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama ___ tahun
bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana
schagaimana mestinya karena scjak saat i Tergugat tidak lag
melaksanakan kewajibannya schagai suami terhadap Penggugat;

. Dahwa Penggugat telah berupays mengatasi masalah rumah tangea

Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara
dengan Tergugat secara baik-buk tetupi tidak berbusdl;

10, Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maks Penggugal merasa

rumah tanggs antars Penggugat dun Tergugat tidak dapat dipertahunkan
lagi karena perselisihan dan pertengkaran secarn terus menerus yang
berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada barapan untuk hidup
rukun lagh, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik berceral dengan
Torgugat;
.Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagal + di
dengan per bulan sejumiah Rp
L St , maka jika terjadi perceraian Penggugat
mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah sclama masa
iddah sejumlah Rp dan mut'ah berupa uang
sejumlah Rp vang harus dibayarkan sebelum Tergugat
mengambil Akta Cerai; *4)
. Bahwa selama  menikah dengan Penggugai, Tergugat tidak lagh

memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan _ wumpai
dengn bulan Oleh karena itu Penggugat memobon wgar
Tergagat dihukum untuk nafkah selama

bulan sejumiah Rp
sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai; )

. Bahwa untuk menjomin terpenuhinya tuntutan Penggugst tentang
nafkah iddah, mut'ah dan natkah madliyah, Penggugat memohon agar
Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengudilan Agama/Mahkamah
Syariyah _ untuk menahan Akl Cend atas nama
Tergugat sampui dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat; )

. Bahwa anak-snak Peaggugut dun Tergugat selama ini tinggal bersama
dengan Penggugat/ Tergugat®). oleh karena itu untuk kepentingan anak-
anak ity sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mercka, maka

yang harus
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~

©

o

=

Bahwa Penggupat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat
pada tanggal i hadapan Pejabat PPN KUA
Kecamatan __ dengn Kutpan Akt
Nikah/Duplikat Nomor __ tanggal

. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun

sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan
badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di
dan terakhir bertempat tinggal di

selama

bulan /tahun;

. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai orang

anak yang masing-masing bernama:
31

lahir tanggal
32 lahir tanggal
33, lahir tanggal

Bahwa kehidupan rumah tangga Pengeugat dan Tergugat mulai goyah
dan terjadi persclisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang
sulit didamaikan sejak tanggal sampai
dengan

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
‘semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal bulan
tahun

Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terscbut
adalah karena:

6.1,
6.2.
G e T, e P 12
6.4.
6.5, B
6.6.
Bahwa akibat dari persclisihan dan pertengkaran terscbut, akhirnya
scjak tanggal ___bulan ________ tahun hingga sckarang
selama lebih kurang __ tahun bulan, Penggugat dan Tergugat
telah  berpissh  tempat  tinggal/berpisah  ranjang  karena
Penggugat/Tergugat*) telah pergi meninggalkan tempat  kediaman

Tenggugat mohion agar anak-anak tersebut ditotapkan berada dalam
pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat; **)
15.Bahwa ketiga anak-anak M-uw un Tergugnt masih sangat
biaya dan keschatan
sampal dengan dewasa/mandini yang d.lllkll per bulan sejumlah Rp.
; Oleh karena ity Penggugat mohon agar Tergugat
dihukum untuk memberikan naficah untuk ketiga anak tersebut per
bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan
sampal ketiga anak tersebut dewass/mandiri dengun kenuikun § (lims|
sampal dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya; )

Berdasarkan alasan-alasan terscbut di atas, Peaggugat mohon kepada

Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amamya berbunyl sebagal

berikut:

Primer:

1. Mengabulken gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjutubkan talak satu ba'n shughra Tergugat (_______ Bin
) terhadap Pengugat (. Binti

B
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum
Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.
3.2, Mut'ah berupa uang scjumlah Rp.
3. Nafkah terutang (madbyah) sejumiah Rp. ;%)
4. Memerintahian kepada Panitera Pengadilan  Agama/Mahkamah
Syar'iyuh untuk menyerahkan Akta Ceral kepada
Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dikium angka 3 (tiga) di atas di
Kepaniteraan; **)
Menetupkun Penggugat sebagni pemegang hak asuh atus anak-anak yang

51 _ = Tuhir tan gal ==
52, . i tanggal
53, . lair tanggal

dengan  tetap memberikan  hak  akses kepada Tergugat untuk
mengunjungl ketiga anak terscbut; **)

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan oafkah  pemelibiarsan
(hadhanah ketigs anak sebagaimana tersebut pada dikium angka 5
(lima) di atan sejumiah Rp. . wetiap'bulan yang



Contoh Template
Gugatan Ceral Gugat (e-court)
— . 2021
Kepada Yth.
Ketua Syar'iyah
Di
Assalam'alaikum Wr. Wh.
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Binti L
Urmur :
+ Islam

Pendidikan
Pekerjoan
Tempattnggd: ___ RT. __ RW. __ Kelurahan

Kota/Kabupaten =
No. Telp dan Domisili elektronik :

Sclanjutnys dischut Ponggugat.

Mengajukan gugatan cerai, nafkah, hak asuh anak dan nafkah anak

terhudip suimi Penggugat:
Nama 3 Bin____
Umur =
Agama Islam
Pendidikan
Pokerjaan
Tempat tinggal
Kota/Kabupaten
No. Telp dan alamat e-mail : ——

Selanjutnya disebut Tergugat.

10.

12

13,

14.

bertempat tinggal di
bertempat tinggal di
Bahwa scjak berpisahnya Penggugat dan Tergugat sclams  tahun
bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak rerlaksana
sehagaimana mestinya karena sejok saat itu Tergugat tidak lagi
melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhiadap Penggugat;

Bahwa Penggugat tclah berupaye mengalasi masdlah rumah tanggs
Penggugat dengan Tergugat melalul jalan musyawarah atau berbicara
dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Bahwa dengan sebab sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa
rumah tanggn antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan
lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang
berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup
rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan
Tergugal;

dan Tergugat

.Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai ____ di

dengan per bulan  scjumlah Rp
-, maka jika terjaci perceraian Penggugat
mohon agar Tergugat dihukum untuk membayer nafkah selama masa
iddah scjumloh Rp ____ don mut'ah berupa uang
sejumlah Rp ______ yang harus dibayarkan sebelum Tergugat
‘mengambil Akta Cerai; **)
Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi

memberikan nafkah lahir berupa uang sejok bulan sampai
dengan bulan . Oleh karena itu Penggugat memohon agar
i nafkah iyah) selama

bulan sejumlah Rp yang harus
sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai; *)

Bahwa untuk menjumin terpenubinya tuntutan Penggugat tentang
nafiah iddah, mut'ah dan nafkah madligah, Penggugsl memohon agar
Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah
Syaryuh __ untuk menahan Akt Cerai atas nama
Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat; )
Bahwa anak anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama
dengan Penggugat/ Tergugat®), oleh karena itu untuk kepentingan anak-
anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka
Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam
pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat; *#)

123

TENTANG PERMASALAHANNYA

1. Babwa Penggugat telsh melangsungkan pemilshsn dengan Tergugat
pada tangga! di hadapan Peabat PPN KUA
Keamatan ______ dengn  Kutpan Akta
Nikuh/Duplkat Nomor 00 tangel
2. Hahwa setelah menikab, Penggugal dan Tergugat hidup rukun

sebagaimana laysknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan
badan dan keduanys bertempat tinggsl bersama semula di
4 dan i

selsma
bulan /tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut toiah dikarunis __ orang
nak yang masing-masing bernama:
g s ___ lahir tanggal
32 lahir tanggal
33 Inhir tanggal

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Torgugat mulai goyah
dun terjadi perselisthan dan pertengkaran secara ferus menerus yang
sulit didamaikan scjek tanggal __ sampai

i e ]
5. Behwa persclisihan dan pertengkaran antars Penggugat dan Tergugat
sesakin (ajun dan memuncak terjadi pada tanggal bulan

tabun
6. Bahwa sebab sebab terjadinya persclisiban dan pertengkaran tersebut

adalah karens:

6.1,
62 :
6.3. 3

64, :

6.5

66. ;
7. Bahwa akibat dari persclisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnys

sejak tanggal ___ bulan tahun hingga sekarang

selama lebih kurang __ tahun ___ bulan, Penggugat dan Torgagat
telsh  berpisah  tempal  linggal/berpissh  ranjang  karena

Penggugat/Tergugat’) telah perg) meninggalian tempat kediaman

bersama, yang mans dalam pissh rumah ferscbut ssat ini Penggugat

15. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan
biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan keschatan sampai dengan
dewasa /mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk kessluruhan anak
sejumlah Rp. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar
Tergugat dihukum untuk nafkah untuk anak-anak terscbut
per bulan yang diberikan melahii Tergugat sejak amar putusan
dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri  dengan
kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluhj persen setiap tahunnya di
luar biaya pendidikan dan kesehatan; +%)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Majelis Hakim uatuk menj putusan berbunyi scbagai
berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'n shughra Tergagat ( Bin

) terhadep Penggugat (B
= ey

Meaghukum Tergugat unluk membayar kepada Penggugat sehelum

Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

3.1, Nafkah selama masa iddah scjumlah Rp. :

32. Mut'ahberupa uang sejumlah Rp.

»

3.3 Nafkah terutang (madliyah) sejumlahRp. .+
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah
Syarliyah untuk Akta Cerai kepada

Tergugat sctclah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di

Kepaniteraan; **)

Menetapkan Penggugat scbagai pemegang hak asuh atas anak/anak-

anak yang bemama:

L vl NN S e | W

5.2. . lahir tanggal - =2

53. Iahir tanggal ;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugal untuk
menguajung anak /anak-anak tersebut; +4)

. Menghukum Tergugal untuk memberikan nafkah pemeliharaan
(hadhanah) anak/anak anak schagaimana tersebut pada diktum angka 5
(lms) di atas sejumish Rp. setiap bulan yang
diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan

“»

>



diberikan melalui Penggugat terhitung scjak amar putusan dijatabkan
sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan schesar 5
{lima] sampai dengan 10 (sepulubj persen setiap tahunnya di luar biaya
pendidikan dan keschatan; *+)
7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:
Jikea Majelis Hakim berpendapat lais, mohon putusan yang seadil-adilnga (ex
aequo et bond);

Demikian gugatan ini diajukan, atas perhatiannya “enggugat mengucapkan
terima kasih.
Wassalam:Calaikum. Wr. W,

Hormar Penggugat,

*| Coret yang tidak perlu
*4) Berkaitan dengan akibat-akibat perceraian, Penggugat berhak memilih
apakah akan memasukkan ke dalam gugatan atau tidak. Jika tidak, maka
Penggugat dapat menghilangkan redaksi Lersebut dari gugatan.
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sampai anak/anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan
schesar 5 (lima) sampai dengan 10 (scpuluh) persen sctiap tahunnya di
Iuar biaya pendicikan dan keschatan; *¥)
7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
‘Subsider:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusen yang seadil-adilnya (ex
aequo et bond),
Demikian gugatan ini diajukan, atas perhatiannya Penggugat mengucapkan
terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Penggugat,

*) Coret yang tidak perlu
*) Herkaitan dengan akibat-akibat perceraian, Penggugat berhak memilih
apakah akan memasukkan ke dalam gugatan atau tidak. Jika tidak, maka
Penggugat dapat menghilangkan redaksi tersebut dari gugatan.



Lampiran 6. Hasil penelitian yang dilakukan oleh AIPJ2 tentang analisis putusan perceraian di

Indonesia pada tahun 2019

AIPJ2
> S

Parrarat For e

ANALISIS PUTUSAN

PERKARA PERCERAIAN
DIINDONESIA
vy

462.841 perkara cerai

diterima oleh pengadilan di ndonesia

4474617 15.424

perkara cerai perkara cerai
diterima oleh diterima oleh
pengadilan Agama pengaditan Umum

PRSP,  APA YANG KITA PELAJARI?

Rasio perempuan yang mengajukan permohonan cerai:

AL
LALIALEEL

7 dari 10

perkara cerai di Pengadilan Agama

5 dari 10

perkara cerai di Pengadilan Umum

NAFKAH ISTRI * 1 DARI 4 PEREMPUAN MENIKAH KETIKA
vanya m putusnperars /{00 T ANAkCANAK

cerai di pengadilan Agama - « Nampir seperempat perempuan (24%) dalam
dan pengadilan umum 2 perkara perceraian menikah etika masin
yangterdapat permohonan  anak-anak. Namun, hanya 2% laki-laki yang
pemberian nafkah stri. + menikah ketika masin anak-anak.

~

LT

PEMBAGIAN HARTA

Kurang dari 1% perkara cerai di engadilan Agama
terdapat permohonan terkait harta bersama dan
dalam 9 dari 10 perkara ini hakim mengabulkan

permintaannya.
ALASAN PERCERAIAN YANG DIAJUKAN

OLEH PEREMPUAN*

13%  wengaami

i Kekerasan tsik

-
M29%  suamiticax

8 menatkani znak

74ari 10 permohonan harta bersama.
diajukan oleh pihak isti.

susi meninggatan ruman
6119 icbindricua tanon tunpa
Saian e ol

PR

DISABILITAS

oalam analisis putusan ini tidak ditemukan putusan perkara

«cerai yang merujuk pada suami, istri, atau anak penyandang 4
disabilitas. Meskipun demikian, Survei Penduduk Antar by
‘Sensus (sUPAS) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat ' 0 Miiil

ahun 2015 menemukan bahwa 8,56% populasi
Indonesia hidup dengan disabilitas, sementara World Health
‘Organization (WHO) memperkirakan batiwa di selurun dunia
‘sekitar 15% perempuan, Laki-laki dan anak-anak hidup
dengan cisabilitas

SETIAP TAHUN HAMPIR SATU JUTA ANAK 'm p
WENGALAMI DAMPAK PERCERAIAN

955% dari 450,000 perkara cerai g g
diputus setiap tahunnya di Indonesia

melibatkan anak berusia di bawah
18 tahun. Secara rata-rala, di
Indonesia setiap keluarga memiliki
dua orang anak. Oleh Karena it
diperkitaican tebih dari 850.000 anak
setiap tahunnya terdampak periara
cerai yang diajukan ke pengacilan
Indonesia, dari perkara tersebut gi atas:

NAFKAH ANAK a @

waeskipun jumlah anak yang
terdampalc perceraian seliap

Pengacitan Wakim Pengadilan
bulk:

di Pengadilan Umum yang
mengajukan permohonan
pemberian rafkah anak

pemberian nafkah anak

000'0S8

tahunnya cukup signifikan, hanya
1% perkara cerai di Pengadilan

‘gama dan 5% perkara cerai

di Pengadilan umum yang Haki
mengajukan permohonarn Agama mengabulkan Umum

pemberian nafkah anak. bonan % dari permononan
nakoh anak rafkah anak
HAK ASUH ANAK ’
Hanya 2% perkara cerai di Pengacilan Agama ke
dan «9% perkara cerai di Pengaditan Umum
yang mengajukan permononan hak asuh anak.

-
ERRRRRRERS

Hakim mengabulkan hak asuh anak dalam
9 dari 10 permohonan yang diajukan ke
pengadilan Agama dan Pengailan Umum

Harya 2% perkara

Harya 49% per

il /

=G Ola5an percerlan dapat B{uEaN dih dar sy,

16ari 10 perempuan atau ak-laki yang
menibana Pengadilan

KUASA HUKUM

36211 10 perempuan atau (ak-Laki yang

’.é& 3B
6ueG

mereka ke Pengadilan
Umum didamping oleh kuasa hukum,

eled 8 3
$ 899
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Lampiran 7. Hasil observasi mengenai angka perceraian dan hak pasca cerai di tahun 2017
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Lampiran 8. Hasil observasi mengenai angka perceraian dan hak pasca cerai di tahun 2018

Sedangkan rincian keadaan perkara tingkat pertama berdasarkan jenis
perkara yang ditangani di lingkungan peradilan agama sebagaimana tabel

tey ot

Tabel 2. 2 Tabel Keadaan Perkara Tingkat Pertama Berdasarkan Jenis Perkara

Masuk  Total sisa
JENIS PERKARA 2018 2018 9P 2018

1zin Poligami 1034 1179 165 147

Pencegahan Perkawinan ' 30 2

Penolakan Perkawinan 7 23

Pembatalan Perkawinan 3 2 65

Kelalaion Atas Kewajiban Suami / Istri 2z ? 2

D LAPORAN TAHUNAN 2018 | DITJEN BADILAG MAHKAMAH AGUNG R.L

Putus

Penguasaan Anak

Nafkoh Anak Oleh Ibu korena Ayoh
fidak mompu

Hak - hak bekas istri/kewajban
bekas Suami

Pengesahan Anak

Pencabutan Kekuasaan Orang Tua

Pencabulan Kekuasaan Wali

Penunjukan orang lain sebagal Wall
oleh Pengadilon

T Ganli Rugi terhadap Woli
Asal Usul Anak 1704 1790
Perkawinan Campuran 1 1

119926 122932 4758 113648 4526

Nikah
zin Kawin 39 6 32 1

“Dispensasi Kawin 13251 472
Wall Adhol 226 1040 109
1107 626
Wasial < { i T AP
Hibah 69 40
Wakaf 17 12
Lain-Lain 27508 5918 1234
Ekonomi Syariah 260 3 183 88

Kewarisaon

P3HP/Penetapan Ahli Waris 4 7468 6259 531

Gugatan Memperoleh Akta 5] ] )
Perdamaian Atas Kesepakatan
Perdamaian di Luar Pengadilan

Jumiah 625268 701598 39863 588226 73509

Keadaan Perkara Tingkat Banding

Perkara yang Uh Indonesia tahun
2018 seban) onyock 92 perkara
sehingga b 8 sebanyak 2.618

perkara.
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Lampiran 9. Hasil observasi mengenai angka perceraian dan hak pasca cerai di tahun 2019

02.38 »- = 4952

"7 Laptah Ditjen 2019 GFG.pdf - Google Drive

Sedangkan rincian keadoan perkara tfingkat pertama berdasarkan jenis
= zrkina y a0g ditc ngonw o img v neva— T2 dilan agama s *bagaimanc tabel

berikut:

Tabel 2. 2 Tabel K Perkara
Berdasarkan Jenis Perkara

JENIS PERKARA

Cerai Gugat 25218 347.234 32,004
Cerai Talak 7.881 121,042 11,402
Ekonomi Syariah 87 z 30E 164 as
Hak - hak bekas

istrifkewagjiban bekas Suami

Harta Bersama 580
Hibah 32

7

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019

JENIS PERKARA

Izin Paligami
Kelalaion Atas Kewajiban
Suami # Istri
Kewarison
Lain-Lain

m Nafkah Anak Oleh Ibu
karena Ayah tidaok mampu
Pembatalan Perkawinan
Pencabutan Kekuasaan
Orang Tua
Pencabutan Kekuasaan Wali

Pengesahan Anak

Pengesahan
Perkawinan/Istbat Nikah

Penguasaan Anak

Penunjukan orang lain
sebagai Wali oleh
Pengadilan

wakaf

‘Wasiat 11 8
Asal Usul Anak 2,244

Dispensasi Kawin 23.126
Ganti Rugi terhodop Wali 1

Izin Kawin 43

12,072

7,499
22
5

a

Lain-Lain
P3HP/Penetapan Ahli Waris

Pencegahan Perkawinan

o|n|@

Pengesahan Anak
Pengesahan
Perkawinan/Istbat Nikah
Penguasaan Anak

®
K
th
4

58,219
1
26

-0

Penolokan Perkawinan
Perwalian
wali adhol

Gugatan,
Ikhtilot
Khamdg
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Lampiran 10. Hasil observasi mengenai angka perceraian dan hak pasca cerai di tahun 2020

02.33 » =

.7 Laptah Ditjen 2020.pdf - Google Drive

tjen 2020.pdf

Putus; 579341

Gambar 2. 1 Diagram Kead Perkara T 13 Pertama

Sedangkan rincian keadaan perkara tingkat pertama berdasarkan jenis perkara

yang ditangani di lingkungan peradilan agama sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 2 Tabel Kead Perkara T Pertama Berdasarkan Jenis
Perkara

Sisa
JENIS PERKARA 2019

Perwalinn

Penolakan Perkawinan

D LAPORAN TAHUNAN 2020 | DITJEN BADILAG MAHKAMAH AGUNG R.I.

JENIS PERKARA

162

Atas Kewaj| Suami / Istri 6

al Talnk 11409 113231
Cerai Gugst 11690 130824
Harta Bersama 1572
Penguasaan Anak 1062
Naf Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak o 11
mampu

Hak - hak bekas istri/kewnjiban bekas Suami

Pengeaahan Anak

Pencabutan Kekussaan Orang Tua

Perwalian
Pencabutan Kekunsaan Wali

ang lain scbagai Wall oleh

Rugi terhadap Wali

Asal Usul Anak

Perkawinan Campurs
Inthat Nikah
Izin Kawin

Dispensasi Kawin

Wali Adhol

Walkaf

33 Lain-Lain %)
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